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Prinsip negara kesatuan menyatakan bahwa 
negara bersifat tunggal (eenheidstaat), sehi-
ngga pemegang kedaulatan tertinggi dalam 
suatu negara dilaksanakan oleh pemerintah 
pusat semata.Kedaulatan bukan merupakan 
objek yang dapat dibagi-bagi. Negara lebih 
bersifat sentarlistik.Walaupun dala negara 
kesatuan terdapat pembagian wilayah, namun 
tidak menyebabkan daerah tersebut memiliki 
wewenang untuk berdaulat, dalam artian ber-
wenang untuk mengurus dan mengatur rumah 
tangganya sendiri.Wewenang daerah dalam 
negara kesatuan yang bersifat sentralistik 
hanya berupa tugas yang diperbantukan dan 
tugas yang didekonsentrasikan. Semua norma, 
standar, prosedur, dan ketentuan (NSPK) 
ditentukan dan menjadi kewenangan pemerin-
tah pusat, daerah hanya berfungsi menjalankan 
apa yang diperbantukan dan didekonsentrasi-
kan oleh pemerintah pusat. 
Sistem yang sentarlistik tersebut menye-
babkan pemerintah pusat memiliki peranan 
yang sangat dominan, baik dalam bidang 
pengaturan (regeling) maupun pengurusan 
(bestuur). Namun fakta telah menunjukkan 
bahwa dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah yang 
bertipe sentarlistik menyebabkan ketidak 
adilan dan kesengsaraan masyarakat daerah, 
bahkan mengancam kesatuan sebagai sebuah 
bangsa dan negara. Di sisi yang lain, dengan 
sistem sentralistik yang dianut dalam UU 
tersebut juga menyebabkan tidak berkembang-
nya kehidupan demokrasi lokal (local demo-
cration) di daerah, yang secara langsung dan 
tidak langsung menyebabkan kurang diber-
dayakannya masyarakat di daerah dalam 
segala aspek pembangunan.  
Menyadari hal tersebut, dalam perubahan 
UUD NRI Tahun 1945, negara yang semula 
bersifat sentarlistik diubah menjadi negara 
desentarlistik. Hal tersebut sesuai dengan 
ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. 
Melalui ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 
1945, daerah-daerah diberikan otonomi. Oto-
nomi daerah sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal I angka 5 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 diartikan sebagai hak, kewe-
nangan dan kewajiban daerah otonom untuk 
menjalankan urusan daerah yang menjadi 
kewenangan.  
Walaupun dengan adanya otonomi, bukan 
berarti daerah otonom memiliki kedaulatan. 
Kedaulatan tertinggi tetap merupakan domein 
pemerintah pusat.Namun demikian, dengan 
adanya otonomi tersebut, maka daerah juga 
memiliki kewenangan mandiri untuk mengatur 
(regeling) dan mengurus (bestuur) segala 
urusan yang menjadi kewenangannya. Karena-
nya menurut Philipus M. Hadjon1 bahwa 
otonomi daerah memiliki unsur kebebasan dan 
kemandirian (vrijheid en zelfstandigheid) 
untuk bertindak dan mengatur, namun bukan 
kemerdekaan (independence/onafhankelij-
kheid. Asas otonomi atau desentralisasi diarti-
kan sebagai penyerahan urusan dari pemerin-
tah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan 
rumah tangganya.Tujuannya, untuk mencegah 
pemusatan kekuasaan, keuangan dan pende-
mokrasian pemerintahan. Serta untuk mengi-
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kutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.2 
Untuk menjalankan otonomi tersebut, maka 
Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 
Tahun 1945 jo Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2004 
menentukan bahwa daerah otonom memiliki 
sistem pemerintahan daerah, yang salah satu-
nya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) baik di tingkat provinsi, maupun 
tingkat kabupaten/kota. Pasal 1 angka 4 UU 
No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa DPRD 
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah. 
Karenanya, DPRD merupakan lembaga demo-
krasi perwakilan (representative democracy) 
yang akan berperan dan berfungsi sebagai 
wakil masyarakat daerah untuk menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehi-
ngga dengan fungsi representative democracy 
tersebut, maka secar tidak langsung DPRD 
merupakan lembaga participatory democracy. 
Untuk mewujudkan representative demo-
cracy tersebut, ketentuan Pasal 18 ayat (3) 
UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa 
anggota DPRD dipilih melalui Pemilu. Hal 
tersebut menandakan bahwa DPRD merupa-
kan wakil masyarakat yang akan berfungsi 
menyerap dan menyalurkan aspirasi masya-
rakat. Karenanya, kiranya perlu ditelaah 
secara mendalam dan mendasar dengan 
kajian filsafat terhadap fungsi represen-
tative DPRD dalam sistem otonomi. 
 
A. Analisis 
Demokrasi merupakan konsepsi ketata-
negaraan yang tidak pernah selesai untuk 
diperdebatkan. Ketertarikan ini disebabkan 
oleh adanya anggapan bahwa demokrasi 
sebagai jalan untuk memecahkan masalah 
sosial politik masyarakat saat ini. Anggapan 
seperti itu adalah wajar dan rasional, karena 
demokrasi pada hakikatnya adalah pelibatan 
rakyat secara besar-besaran dalam penentuan 
kebijakan negara. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Mahfud 
MD3 berpendapat bahwa “Demokrasi mempu-
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nyai arti penting bagi masyarakat yang me-
nggunakannya sebab dengan demokrasi hak 
masyarakat untuk menentukan sendiri jalan-
nya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu 
hampir semua pengertian yang diberikan 
untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan 
posisi penting bagi rakyat kendati secara 
operasional implikasinya di berbagai negara 
tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjuk-
kan betapa rakyat diletakkan pada posisi 
penting dalam asas demokrasi”. 
Secaraetimologi, demokrasi berasal dari 
bahasa latin yang tersusun dari kata, demos 
yang berarti rakyat, dankratia yang berarti 
pemerintahan yang apabila digabung akan 
menjadi demokratia yang berarti pemerintahan 
rakyat. Bedasarkan pemahaman tersebut, 
Arend Lijphart mengartikan demokrasi seba-
gai “government by majority of people”.4 
Menurut Henry B. Mayo,5 demokrasi adalah 
“A democratic political system is one in wich 
public politicies are made on majority basis, 
by representative subject to effective popular 
control at periodic election wich are conduc-
ted on the principle of political equality and 
under condition of political freedom.  
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara 
memberikaan kesempatan kepada rakyat untuk 
ikut serta dalam masalah-masalah pokok yang 
mengenai kehidupannya, termasuk dalam 
menilai kebijaksanaan negara.Artinya negara 
demokrasi adalah negara yang diselengga-
rakan berdasarkan kehendak dan kemauan 
rakyat. Apabila ditinjau dari sudut organisasi 
ia berarti suatu pengorganisasian negara yang 
dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan 
rakyat karena kedaulatan berada di tangan 
rakyat. Menurut I Gde Panca6 Astawa “bahwa 
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Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 
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substansi demokrasi adalah adanya peran serta 
atau partisipasi aktif masyarakat yang diimple-
mentasikan melalui badan perwakilan untuk 
mengawasi pelaksanaan pemerintahan agar 
sesuai dengan konstitusi, hukum, dan kedau-
latan rakyat serta adanya prinsip accountibility 
yakni pertanggungjawaban pelaksanaan man-
dat kepada pemberi mandat”. 
Kemudian jika dilihat dari tata cara pelak-
sanaannya, demokrasi dibagi menjadi 2 (dua) 
yakni demokrasi langsung (direct democracy) 
dan demokrasi tidak langsung (indirect demo-
cracy) atau biasa disebut dengan demokrasi 
perwakilan (representative democracy). 
Demokrasi perwakilan pada hakikatnya meru-
pakan perkembangan dari demokrasi langsung 
yang diterapkan pada zaman yunani. 
Demokrasi langsung adalah salah satu 
metode dengan cara melibatkan rakyat secara 
langsung dalam pengambilan kebijakan nega-
ra. Keterlibatan rakyat secara langsung dilak-
sanakan tanpa melihat status atau kedudukan 
dari warga negara tersebut, tetapi didasarkan 
pada kualitas manusia sebagai mahluk Tuhan 
yang mempunyai hak untuk menentukan dan 
mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan 
atau intervensi dari orang lain. Demokrasi 
langsung atau demokrasi klasik pada umum-
nya  hanya dipandang demokrasi yang pernah 
diparktekkan di Yunani kuno, karena jumlah 
penduduknya yang masih sedikit dan wilayah 
yang tidak terlalu luas, sehingga mudah di 
dalam melaksanakannya.  
Pada perkembangan selanjutnya, demokrasi 
langsung sangat sulit untuk diterapkan.Hal ini 
disebabkan oleh permasalahan yang sudah 
begitu kompleks, maka lahirlah demokrasi 
perwakilan (Indirect Democration).Indirect 
democration adalah suatu bentuk penyele-
nggaraan kedaulatan rakyat secara tidak lang-
sung tetapi melalui lembaga perwakilan. 
Sistem demokrasi seperti ini, sangat lazim 
dipraktekkan dalam alam demokrasi modern 
karena lebih mudah dan praktis.Demokrasi 
tidak langsung dilakukan dengan cara rakyat 
memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di 
parlemen. Kemudian wakil-wakil tersebut 
                                                                                               
UUD 1945”, Disertasi Doktor PPS Universitas 
Padjajaran, 2000, hlm. 84 
yang akan mewakilkan rakyat yang diwakil-
kannya dalam pengambilan keputusan ber-
negara.  
Pada hakikatnya, baik demokrasi langsung 
maupun demokrasi perwakilan mempunyai 
esensi yang sama, namun memiliki perbedaan 
mengenai tata cara meujudkan esensi dari 
demokrasi itu sendiri.Menurut Tutik Triwulan 
Tutikbahwa demokrasi perwakilan pada haki-
katnya bukanlah demokrasi karena lebih 
memuaskan keinginan segelintir orang (will of 
the vie) di legislatif ketimbang keinginan 
rakyat sebagai kehendak umum (general 
will).7Namun demikian, untuk dewasa ini 
general will/volunte de tous masyarakat hanya 
dimungkinkan melalui perwakilan.Karenanya, 
hakikat dari demokrasi perwakilan adalah 
keikutsertaan atau pemberian persetujuan 
masyarakat terhadap segala kebijakan negara 
yang diwakili oleh wakilnya, yang mana 
wakilnya tersebut mereka memberikan mandat 
melalui Pemilu.Sehingga tidak ada keraguan 
bahwa demokrasi perwakilan merupakan 
bagian tak terpisahkan dari demokrasi itu 
sendiri. 
Prinsip-prinsip demokrasi di atas, tidak 
hanya berlaku dalam pemerintahan pusat. 
Namun dengan adanya otonomi daerah, maka 
demokrasi juga dilaksanakan di tingkat lokal. 
Pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal 
diwujudkan melalui partisipasi masyarakat 
dalam setiap aspek pembanguna daerah. 
Karenanya, otonomi daerah harus tetap 
dijalankan dengan secara demokratis dengan 
berpegang teguh pada prinsip kedaulatan 
rakyat. 
Pelaksanaan demokrasi lokal yang berke-
daulatan rakyat terlihatt dengan jelas pada 
pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan 
daerah. Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 
1945 menentukan bahwa DPRD dipilih mela-
lui Pemilu, sedangkan Pasal 18 ayat (4) UUD 
NRI Tahun 1945 menentukan juga bahwa 
Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Dari 
kedua ketentuan di atas, terlihat bahwa legal 
policy perubahan Pasal 18 UUD NRI Tahun 
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1945 menghendaki adanya demokratisasi di 
pemerintahan daerah, yang secara tidak lang-
sung menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 
Dengan rakyat diberikan hak untuk memilih 
anggota DPRD dan Kepala Daerah yang 
merupakan penyelenggara pemerintahan dae-
rah, maka secara langsung rakyat diberikan 
kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam 
pembangunan daerah. Dengan adanya partisi-
pasi tersebut, maka menandakan bahwa demo-
krasi daerah bisa terjamin adanya. 
Dengan konsep tersebut, salah satu penye-
lenggara pemerintahan daerah sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 
Tahun 1945 jo Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2004 
adalah DPRD. Sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah, DPRD memiliki peranan 
yang sangat strategis dalam mewujudkan dan 
menumbuhkembangkan demokrasi di tingkat 
lokal. Bagaimana tidak, dengan dipilihnya 
anggota DPRD melalui Pemilu telah menun-
jukkan secara nyata bahwa DPRD merupakan 
lembaga demokrasi. Karenanya ketentuan 
Pasal 1 angka 4 UU No. 32 Tahun 2004 secara 
nyata menentukan bahwa DPRD merupakan 
lembaga perwakilan rakyat daerah. Sebagai 
lembaga perwakilan, maka anggota DPRD 
merupakan wakil kepentingan dari masyarakat 
yang memilihnya. 
Jimly Asshiddiqie8 menyatakan bahwa 
pendapat rakyat dalam demokrasi perwakilan 
dapat tersalur dengan baik apabila kepentingan 
nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang 
diwakili benar-benar diperjungkan dan ber-
hasil menjadi yang diwakili benar-benar telah 
diperjuangkan sehingga menjadi bagian dari 
kebijakan dari kebijakan yang yang ditetapkan 
oleh lembaga perwakilan yang bersangkutan, 
atau setidak-tidaknya aspirasi masyarakat 
mereka itu sudah benar-benar diperjuangkan 
sehingga mempengaruhi perumusan kebijakan 
yang ditetapkan. Karenanya, hakikatnya per-
wakilan merupakan fungsi deliberative (deli-
berative function). Sehingga DPRD merupa-
kan forum perdebatan mengenai berbagai 
aspirasi dalam rangka rule making  dan public 
policy making serta public policy executing. 
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hlm. 305 
Fungsi perwakilan yang dijalankan oleh 
DPRD pada dasarnya berkaitan rakyat dengan 
prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. 
Setiap rule making  danpublic policy making 
serta public policy executing, dalam setiap 
negara yang berkedaulatan rakyat dan ber-
demokrasi harus melibatkan peran serta 
masyarakat atau partisipasi masyarakat. 
Negara berkedaulatan rakyat dan berdemokra-
si membuka keran selebar-lebarnya dalam 
menyerap aspirasi masyarakat dalam setiap 
pengambilan keputusan. Tidak boleh ada rule 
making  dan public policy making serta public 
policy executing yang tanpa melibatkan 
partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat 
hukumnya wajib, karena hakekatnya rakyat 
sendiri yang harus membuat dan melaksana-
kan suatu keputusan tersebut. 
Hakikat demokrasi perwakilan DPRD 
adalah penyerapan aspirasi masyarakat atau 
partisipasi masyarakat dalam setiap pengambi-
lan keputusan. Karenanya, dalam demokrasi 
perwakilan, partisipasi masyarakat merupakan 
hak masyarakat untuk ikut serta dalam setiap 
aspek pembangunan, dan di satu sisi DPRD 
memiliki kewajiban untuk menyerap aspirasi 
dengan cara membuka selebar-lebarnya parti-
sipasi masyarakat. Dengan kondisi tersebut, 
akan tercipta mutual relation antara masya-
rakat yang diwakili dengan DPRD sebagai 
pihak yang mewakili. Sehingga dalam rangka 
mutual relation tersebut, demokrasi perwa-
kilan yang dimiliki oleh DPRD adalah partici-
patory demokcracy. 
Participatory democracy tersebut berinti-
kan pada adanya keterbukaan dalam setiap 
pengambilan kebijakan publik. Dengan adanya 
participatory democracy tersebut, masyarakat 
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk memberikan masukan dalam proses 
penyusunan rule making  dan public policy 
making serta public policy executing. Dengan 
adanya keterbukaan, maka rule making  dan 
public policy making serta public policy 
executing  dapat disusun sesuai dengan kebu-
tuhan masyarakat. Sehingga kebijakan yang 
dibuat dapat berkarakter responsif yakni 
pembuatan kebijakan yangan bersifat partisi-
pasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya 
partisipasi semua elemen masyarakat, baik 
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dari segi individu, ataupun kelompok masya-
rakat dan juga harus bersifat aspiratif yang 
bersumber dari keinginan atau kehendak dari 
masyarakat. Artinnya kebijakan tersebut 
bukan kehendak dari penguasa untuk melegiti-
masikan kekuasaannya. 
Dilihat dari prinsip kedaualatan rakyat dan 
prinsip demokrasi, maka fungsi perwakilan 
yang dijlankan oleh DPRD memiliki peranan 
yang sangat strategis dalam penyelenggaraan 
otonomi daerah. Pemerintahan daerah akan 
lebih demokratis dengan adanya DPRD 
sebagai wakil masyarakat. Sebagai wakil 
masyarakat, DPRD dapat berperan dalam rule 
making  dan public policy making serta public 
policy executing. Karenanya baik dalam UUD 
NRI Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2005, dan 
peraturan-peraturan lainnya, memposisikan 
DPRD merupakan partner yang setara bagi 
pemerintah daerah.DPRD bukan merupakan 
atasan pemerintah daerah, dan bukan sebalik-
nya atau DPRD tidak determinant terhadap 
pemerintah daerah atau tidak juga sebaliknya. 
Dengan hubungan tersebut, maka DPRD seba-
gai wakil masyarakat daerah berperan penting 
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat terutama 
dalam rule making  dan public policy making. 
Tanpa peranana dari DPRD dalam kedua hal 
tersebut, maka rule making  dan public policy 
making di daerah akan berpotensi untuk 
disalahgunakan. Karenanya DPRD lahir 
sebagai perwakilan masyarakat untuk menja-
min hak masyarakat daerah tidak dirugikan 
dalam setiap pengambilan kebijakan. 
Dalam rangka menjalankan fungsi perwa-
kilan tersebut, DPRD diberikan fungsi-fungsi 
yang dapat menunjang fungsi perwakilan 
tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
41 UU No. 32 Tahun 2004 bahwa fungsi 
DPRD adalah fungsilegislasi, fungsi angga-
ran, dan pengawasan. 
Fungsi legislasi merupakan fungsi pembua-
tan norma hukum yang mengikat warga 
masyarakat, sehingga disebut juga sebagai 
fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini ber-
kenaan dengan kewenangan untuk menentu-
kan peraturan yang mengikat warga negara 
dengan norma hukum yang mengikat dan 
membatasi. Dalam konteks otonomi daerah 
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 jo 
Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 memberi-
kan kewenangan mengatur (regelendaad) ke-
pada daerah dengan membentuk Perda.  
Fungsi legislasi dalam pembentukan Perda 
oleh DPRD tersebut sangat erat kaitannya 
dengan kedaulatan rakyat itu sendiri, sehingga 
pada hakikatnya fungsi legislasi hanya dapat 
dilakukan apabila rakyat sendiri menyetujui 
untuk diikat dengan suatu norma hukum 
tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum 
presumption of liberty of souvereign people. 
Karenanya untuk memenuhi prinsip tersebut, 
dan ditinjau dari prinsip demokrasi perwa-
kilan, suatu Perda akan sah adanya apabila 
DPRD memberikan persetujuannya. Persetuju-
an DPRD tersebut merupakan bentuk persetu-
juan rakyat dalam demokrasi perwakilan. 
Dengan prinsip hukum presumption of 
liberty of souvereign people di atas, maka 
sesunggunhnya fungsi legislasi yang dimiliki 
oleh DPRD merupakan fungsi utama dalam 
demokrasi perwakilan dari DPRD itu sendiri. 
Walaupun Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 
dan peraturan lainnya menentukan bahwa 
Perda dibentuk berdasarkan persetujuan ber-
sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, 
namun tidak mengurangi makna bahwa yang 
memegang peranan utama dalam pemben-
tukan Perda adalah DPRD. Hal tersebut secara 
filosofis didasari pada adanya prinsip kedau-
latan rakyat yang inherent  dalam DPRD itu 
sendiri. Hal itulah juga yang menjadi ratio 
legis dari rumusan Pasal 62 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan yang menggu-
nakan istilah “dipersandingkan”. Dengan isti-
lah “dipersandingkan” mengandung konseku-
ensi/akibat hukum tersendiri, yaitu Raperda 
yang berasal dari DPRD merupakan raperda 
yang utama dan jika ada materi yang diatur itu 
sama tetapi mungkin rumusannya, tekniknya 
atau ada beberapa hal yang berbeda, maka 
Draft yang dari DPRD-lah yang dipergunakan. 
Sedangkan draft yang berasal dari Gubernur 
hanyalah dijadikan sebagai bahan pertim-
bangan saja.Sehingga dalam konteks tersebut, 
fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD 
dalam pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) 
hal, yakni legislative initiation, law making 




Adapun fungsi anggaran sangat berkaitan 
dengan fungsi pengalokasian penggunaan 
dana daerah oleh pihak eksekutif. Bagaimana-
pun juga, anggaran daerah yang ditentukan 
dalam APBD sangat berkaitan erat dengan 
pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
Karenanya, DPRD sebagai wakil masyarakat 
memiliki wewenang untuk ikut serta untuk 
mengalokasikan anggaran yang ada dalam 
APBD. Keikutsertaan DPRD dalam penga-
nggaran juga berkaitan dengan upaya dari 
DPRD untuk menjamin bahwa alokasi APBD 
benar-benar dibentuk untuk mendatangkan 
kesejahteraan rakyat.Dan bagaimanapun juga 
APBD adalah harus dibentuk melalui Perda, 
sehingga fungsi anggaran merupakan bagian 
dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hakikat-
nya, APBD itu adalah uang rakyat, sehingga 
rakyat harus tahu pengalokasian dan penggu-
naan uangnya. Karenanya melalui DPRD 
rakyat memberikan persetujuannya mengenai 
alokasi dan penggunaan APBD. 
Sedangkan fungsi ketiga dari DPRD 
sebagai wakil masyarakat adalah fungsi pe-
ngawasan (controling). Fungsi pengawasan 
yang dilakukan oleh DPRD sangat berkaitan 
dengan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. 
Bagaiaman untuk menjamin berjalannya hasil 
kedua fungsi tersebut, maka dibutuhkan fungsi 
pengawasan dari DPRD itu sendiri. Hakikat 
fungsi pengawasan tersebut menurut Jimly 
Asshiddiqie9 bahwa “pengaturan yang dapat 
mengurangi hak dan kebebasan warga negara, 
pengaturan yang membebani harta kekayaan 
warga negara, dan pengaturan mengenai 
pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara 
negara perlu dikontrol dengan sebaik-baiknya 
oleh rakyat sendiri. Jika pengaturan mengenai 
ketiga hal tersebut tidak dikontrol sendiri oleh 
rakyat melalui wakil-wakilnya, maka kekuasa-
an di tangan pemerinta dapat terjerumus ke 
dalam kecendrungan aamiahnya sendiri untuk 
menjadi sewenang-wenang”. 
Pengawasan oleh DPRD merupakan pelak-
sanaan dari kedaulatan rakyat, karena pada 
hakikatnya rakyat berhak untuk mengawasi 
segala tindakan yang berkaitan dengan diri-
nya. Dengan demikian, maka pengawasan 
                                                             
9Ibid, hlm. 301 
DPRD merupakan cara yang dilakukan sendiri 
oleh rakyat melalui wakil-wakilnya untuk 
memastikan bahwa pengaturan yang mengi-
katnya dan anggaran/uang mereka yang digu-
nakan sesuai dengan kehendak, aspirasi, ke-
inginan dan kebutuhan rakyat sendiri. Penga-
wasan tersebut juga untuk mencegah peme-
rintah melakukan apa yang dikatakan oleh 
Lord Acton yang menyatakan bahwa “power 
attends to corrupt”. 
Dari ketiga fungsi DPRD sebagai wakil 
rakyat daerah di atas, terlihat bahwa eksistensi 
DPRD sebagai wakil rakyat dengan dasar 
representative democracy sangat berkaitan 
erat dengan prinsip kedaulatan rakyat dan 
demokrasi. Keberadaan DPRD dalam sistem 
pemerintahan daerah berkaitan dengan adanya 
jaminan akan hak masyarakat daerah untuk 
ikut serta dalam segala aspek pembangunan 
daerah. Karenanya, melalui fungsi legislasi, 
anggaran, dan pengawasan, DPRD sebagai 
wakil masyarakat telah melaksanakan fungsi 
dan peran sebagai penyerap dan penyalur 
aspirasi (participatory democracy) masyarakat 
yang kemudian memformulasikan dalam  rule 
making  dan public policy making. Sehingga 
melalui wakil-wakilnya tersebut, masyarakat 
daerah memiliki kedaulatan dalam artian ikut 
berpartisipasi dalam segala aspek pemba-
ngunan daerah. Dengan demikian, DPRD me-
miliki keurgenan dengan fungsi-fungsi terse-
but, sehingga eksistensinya adalah suatu 
keniscayaan dalam menumbuh kembangkan 
kedaulatan rakyat dan demokrasi di daerah. 
 
KESIMPULAN 
Otonomi daerah memberikan kewenangan 
daerah untuk mengurus dan mengatur semua 
urusan yang menjadi kewenangannya.Untuk 
itu, daerah otonom memiliki pemerintahan 
daerah yang salah satunya terdiri dari DPRD 
yang memiki peranan sebagai wakil masya-
rakat daerah. Sebagai wakil masyarakat, maka 
DPRD memiliki fungsi untuk menyerap aspi-
rasi dan kemudian memformulasikannya 
dalam suatu rule making  dan public policy 
making. Dengan peranan tersebut, DPRD 
memiliki tiga fungsi yakni legislasi, anggaran, 
dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut meru-
pakan pelaksanaan dari adanya kedaulatan 
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rakyat dan demokrasi yang berdasarkan pada 
partisipasi masyarakat (participatory demo-
cracy). Prinsip kedaulatan rakyat dan demo-
krasi menghendaki adanya keterlibatan masya-
rakat yang sebesar-besarnya sesuai dengan 
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